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workers. And this incident should be a big highlight for the
state in guaranteeing press freedom and protecting human
rights
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Abstrak
Tindakan teror dan intimidasi yang dialami oleh jurnalis

majalah berita tempo, termasuk pengiriman simbol-simbol
ancaman seperti kepala babi tanpa telinga dan bingkisan
berisi tikus mati dengan kepala terpenggal merupakan
serangan serius terhadap pilar demokrasi dan supremasi
hukum di Indonesia. Dalam kitab hukum pidana, tindakan
tersebut berpotensi besar melanggar berbagai pasal terkait
perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman sehingga
tidak menutup kemungkinan mendapat tindak pidana yang
lebih berat jika motif dan pelaku teridentifikasi dengan
jelas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
dengan tegas mengklasifikasikan kejadian ini masuk dalam
pelanggaran hak rasa aman dan kebebasan pers yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
instrumen hukum internasional.

Analisis dari kedua perspektif ini menunjukkan adanya
upaya sistematis untuk membungkam suara kritis dan
menghalangi fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dan
penyampai informasi publik. Oleh karena itu, penegakan
hukum yang komprehensif, transparan, dan akuntabel
menjadi imperatif untuk mengungkap pelaku dan motif di
balik tindakan ini sekaligus memberikan efek jera dan
mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu,
langkah-langkah pemulihan bagi korban, baik secara fisik
maupun psikologis, sebagaimana direkomendasikan oleh
Komnas HAM, menjadi krusial untuk memulihkan rasa aman
dan kepercayaan terhadap perlindungan negara terhadap
para pekerja media. Dan sudah seharusnya kejadian ini
menjadi sorotan besar bagi negara dalam menjamin
kebebasan pers dan melindungi hak asasi manusia di
Indonesia.

Kata kunci: Teror terhadap pers, pelanggaran HAM,
kebebasan pers.
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PENDAHULUAN

Pers memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat yang dimana dapat memberikan
berita yang akurat kepada masyarakat luas, hal ini yang menjadi pemicu tumbuhnya spekulasi-
spekulasi tersendiri dalam lingkup masyarakat yang dapat menimbulkan diskusi atau debat
sehat serta menjadi salah satu cara untuk memperkuat demokrasi bangsa. Menyampaikan
informasi berdasarkan data aktual serta akurat yang digunakan sebagai alat informasi publik
dan menjadi tempat masyarakat menyalurkan aspirasiaspirasinya kepada pemerintah adalah
fungsi dari pers (Yang et al., 2024). Kebebasan pers ini juga telah diatur atau telah ditetapkan
dalam UU Pasal 2 No. 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian
dari kedaulatan rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pers memiliki kebebasan untuk
menjalankan fungsinya tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun (Setyowati &
Pramukhtiko Suryo Kencono, 2024).

Tantangan pers di era digital seperti sekarang sangatlah kuat karena pers nasional harus
menghadapi kehadiran Al atau dikenal dengan artificial intelligence yang dimana publik
dibanjiri informasi-informasi dari berbagai penjuru dunia dengan mudah bahkan tidak jarang
publik langsung menerima infromasi dari para buzzer dan influencer yang memiliki kepentingan
bisnis dan politik. Ditambah lagi bahwa kehadiran artificial intelligence dapat menggangu
jalannya kebebasan pers karena dapat membuat berbagai format informasi dari teks hingga
audio yang tidak relevan dengan faktanya, hal ini lah yang dapat memunculkan
perpecahbelahan dalam demokrasi bangsa. Namun, tidak ada yang dapat menolak kehadiran
teknologi, sehingga kita harus terus waspada dan berhatihati dalam menerima setiap informasi
yang ada supaya tidak hilangnya demokrasi, seperti yang telah terjadi dalam kasus simbol
kekerasan teror kepala babi yang akan kami bahas. Menjaga pers, menjaga pilar demokrasi
Indonesia (Hafizah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar
pada metode berbasis studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan data yang
tercantum dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan artikel hukum dengan menjaga nama
negara demokrasi mengenai kebebasan pers seperti pada kasus simbol kekerasan teror kepala
babi dan relevansinya dalam konteks hukum pidana serta keterkaitannya dengan perkembangan
teknologi masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam lanskap demokrasi modern, kebebasan pers memegang peran krusial sebagai pilar

keempat yang mengawasi kekuasaan, menyuarakan aspirasi publik, dan menyediakan informasi
kritis bagi masyarakat. Kebebasan pers adalah komponen kunci dalam lanskap demokrasi
modern sebagai pilar keempat yang mengawasi kekuasaan, menyuarakan aspirasi publik, dan

menyediakan informasi penting bagi masyarakat. Namun, idealisme ini kembali diuji dengan
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munculnya sejumlah aksi teror dan intimidasi yang menargetkan institusi media dan jurnalis di
Indonesia (Yang et al., 2024).

Insiden yang menimpa majalah berita Tempo baru-baru ini merupakan contoh nyata dari
ancaman serius terhadap kebebasan pers dan keselamatan pekerja media. Tindakan tersebut
termasuk praktik doxing dan pengiriman simbol-simbol ancaman yang mengerikan, seperti
kepala babi tanpa telinga dan paket berisi enam ekor tikus yang sudah mati dengan kepala
terpenggal, hal ini telah memicu gelombang kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil,
pegiat hak asasi manusia, dan komunitas pers.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mengklasifikasikan teror yang
dialami Tempo sebagai pelanggaran HAM yang secara inheren mencakup kebebasan pers.
Perspektif hukum pidana juga menyoroti potensi pelanggaran terhadap berbagai pasal, mulai
dari tindak pidana ringan seperti ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan, hingga potensi
keterlibatan dalam kelompok terorganisir atau tindak pidana yang lebih berat, tergantung pada
hasil investigasi mendalam terhadap motif dan identitas pelaku. Lebih dari sekadar tindakan
kriminal individual, teror sistematis terhadap media dapat dilihat sebagai upaya untuk
membungkam suara kritis, menghalangi fungsi pengawasan pers terhadap kekuasaan, dan pada
akhirnya merusak fondasi demokrasi yang sehat.

Dalam kasus tersebut, jelas terbukti bahwa tindakan kekerasan terhadap pers tidak semua
terjadi dalm bentuk ancaman fisik, melainkan juga dalam bentuk ancaman teror sebagai pesan
simbolik untuk menyampaikan intimidasi. Diniali dari segi budaya dengan adanya teror kepala
babi tersebut dapat dinilai memiliki makna penghinaan, ketidakbermoralan, dan ancaman
terhadap kehormatan. Penggunaan simbol kekerasan seperti mengirim teror kepala babi ini
merupakan bentuk intimidasi yang bertujuan untuk menekan psikologis korban tanpa campur
tangan kekerasan fisik. Dalam budaya tertentu, kepala babi memiliki arti tersendiri yaitu
seperti penghinaan serta ancaman serius terkait dengan keberanian jurnalis (korban).

Hal ini akan berdampak dengan terhambatnya kebebasan pers yang ada di Indonesia, jika terus
menerus terjadi tetapi pemerintah tetap bungkam, maka akan memberikan dampak negatif,
bukan hanya kepada korban melainkan juga kepada masyarakat luas, seperti trauma psikologis,
rusaknya reputasi, masyarakat kehilangan hak atas informasi, tumbuhnya budaya takut
berpendapat yang dapat menyebabkan terbungkam juga berita kritis lainnya di Indonesia.
Kewajiban negara dalam menjamin kebebasan pers dan melindungi para jurnalis dari segala
bentuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan merupakan amanat konstitusi dan berbagai
instrumen hukum internasional yang telah gagal. Kegagalan negara dalam memberikan

perlindungan yang efektif tidak hanya melanggar hak-hak pekerja media, tetapi juga
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mencederai hak publik untuk mendapatkan informasi yang bebas dan akurat. Teror terhadap
pers menciptakan efek chilling, di mana jurnalis dan media menjadi ragu untuk memberitakan
isu-isu sensitif atau mengkritisi pihak-pihak tertentu karena takut akan pembalasan (Hamisa et
al., 2023).

Aksi teror tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ideologi pancasila,
yaitu telah melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas rasa aman, kebebasan dari
intadakn yang mengancam pihak tertentu, dan kebebasan dalam berekspresi. Karena dalam
kasus tersebut kekerasan simbolik yang diberikan akan berdampak serius terhadap korban
dalam cakupan hak-hak individunya. Dalam prinsip-prinsip HAM, setiap orang itu berhak atas
apa yang telah ditetapkan dalam dirinya Dalam hal ini, telah melanggar norma hukum pidana
di Indonesia dan juga merusak tatanan isi pancasila yaitu pada prinsip kemanusiaan dan
keadilan sosial.

Dalam konteks seperti ini, juga telah melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan UU no.
39 Tahun 1999 terkait hak asasi manusia, yang jelas telah ditetapkan bahwa setiap orang
memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
Dengan begitu, keberadaan hukum pidana jelas sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti
secara tegas pelaku-pelaku teror yang dapat mengganggu hak manusia dalam kebebasan pers.
Perlindungan hukum pidana terhadap pers juga mencerminkan komitmen negara dalam
menjaga demokrasi dan hak asasi manusia hal ini bersangkut-paut terkait julukan bahwa
Indonesia adalah negara hukum yang didukung dengan tercantumnya kalimat dalam Pasal 1 ayat
3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Rais, 2023).

Tidak mungkin memisahkan aksi teror terhadap pers, seperti yang terjadi pada Tempo, dari
peran teknologi.Teknologi digital juga berperan besar dalam hal ini sehingga dapat memperkuat
dampak kekerasan simbolik dalam konteks kemajuan teknologi sekarang. Konsekuensi psikologis
terhadap korban dan masyarakat umum dapat diperburuk oleh penyebaran foto kepala babi
atau cerita-cerita yang menakutkan melalui media sosial, forum daring, dan platform
komunikasi digital. Selain itu, praktik doxing yang sering terjadi setelah serangan teroris
terhadap jurnalis, menunjukkan bagaimana teknologi informasi disalahgunakan untuk
mengungkapkan informasi pribadi, sehingga membahayakan keamanan dan privasi para
profesional media. Ironisnya, teknologi sering digunakan sebagai alat untuk represi digital
meskipun seharusnya menjadi alat untuk memberdayakan demokrasi.

Akibatnya, hukum pidana menjadi semakin relevan di era digital untuk mencegah jenis-jenis
kekerasan nonfisik dan intimidasi baru yang menyasar kebebasan pers. Agar perlindungan

hukum terhadap jurnalis dan media dapat meluas ke luar dunia fisik dan mencakup ruang digital
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sebagai arena baru kebebasan berekspresi, negara harus membuat regulasi yang responsif
terhadap dinamika teknologi informasi. Dengan begitu, kami mendapatkan hasil, bahwa kasus
teror yang menimpa majalah berita Tempo menggambarkan betapa seriusnya ancaman
terhadap kebebasan pers di Indonesia. Tetapi juga menjadi tolok ukur penting bagi kualitas
demokrasi di suatu negara, kebebasan pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai aspirasi
masyarakat dan pengawas kekuasaan. Bentuk fisik, simbolik, maupun digital terhadap para
jurnalis, seperti pengiriman benda-benda bernuansa teror dan praktik doxing tidak hanya
menimbulkan kerugian pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak tatanan media
secara keseluruhan.

Tindakan-tindakan teror tersebut menciptakan efek jera (chilling effect) yang membungkam
kebebasan berbicara dan memahami ruang media dalam menyampaikan isu-isu yang bersifat
kritis. Komnas HAM telah menyatakan berupa pelanggaran hak asasi manusia yang serius,
khususnya terhadap hak atas rasa aman dan kebebasan menyatakan pendapat, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari kebebasan pers.

Tindakan semacam ini dapat dikenakan berbagai sanksi pidana tergantung pada hasil penyidikan
lebih lanjut. Namun, terhadap jurnalis tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata.
Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat konstitusional dan etis untuk keamanan dan
kebebasan para pekerja media dari bentuk ancaman. Kegagalan negara menjalankan ini
berisiko menimbulkan preseden negatif yang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat
terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Hal ini juga telah menunjukkan bagaimana
kemajuan teknologi digital telah meningkatkan ketakutan simbolis terhadap pers, seperti
pengiriman kepala babi. Efek psikologis dan tekanan terhadap jurnalis diperparah dengan
praktik doxing dan penyebaran ancaman melalui media sosial. Teknologi informasi telah muncul
sebagai bentuk represi digital dan fisik yang baru. Hal ini menyoroti betapa pentingnya memiliki
hukum pidana yang fleksibel untuk memerangi bentuk-bentuk intimidasi kontemporer dan
menjaga kebebasan pers secara umum.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang cepat, tegas, dan transparan dari aparat penegak
hukum guna mengungkap pelaku serta mengungkap motif dibalik aksi teror ini. Proses hukum
yang terbuka dan akuntabel merupakan langkah esensial untuk memulihkan rasa aman di
kalangan jurnalis, memperkuat kebebasan pers, serta menunjukkan keseriusan negara dalam

menjaga nilai-nilai demokrasi.
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KESIMPULAN
Kasus teror terhadap majalah Tempo mencerminkan ancaman nyata terhadap kebebasan pers,

pelanggaran hak asasi manusia dan integritas demokrasi di Indonesia. Praktik intimidasi, seperti

sebagai penggunaan simbol-simbol ancaman, tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan

psikologis seseorang namun hal itu juga merusak peran mereka sebagai masyarakat demokrasi.

Dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan ketakutan secara luas dan

metodis, jenis-jenis kekerasan terhadap pers telah berubah di era digital, berpindah dari

bentuk fisik ke bentuk simbolik dan virtual.

Analisis dari perspektif hukum dan HAM menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab

konstitusional dan moral untuk melindungi kebebasan pers dan menjamin keamanan jurnalisme.

Penegakan hukum vyang tegas, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk

mengidentifikasi pelaku dan menciptakan dampak jera untuk mencegah terulangnya kejadian

serupa, penegak hukum harus tegas, terbuka, dan responsif terhadap kemajuan teknologi
informasi.

Kasus ini sangat penting bagi pemerintah Indonesia dalam menegakkan demokrasi, menurunkan

standar supremasi hukum , dan memastikan kehidupan seharihari masyarakat terbebas dari

unsur - unsur yang tak terpisahkan. Tanpa adanya perlindungan yang jelas dan dan perlindungan
sistematis jurnalisme, demokrasi Indonesia akan tetap menjadi ancaman secara serius.
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